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Lampiran

PROSEDUR WAWANCARA

Pemilihan Narasumber

Mencari Narasumber yang mengerti dan menguasai bidang yang menjadi topik penelitian.

Persiapan wawancara
Membuat suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada

Narasumber dan menghubungi Narasumber untuk menetukan jadwal wawancara.

Pelaksanaan wawancara
a. Menyatakan persoalan yang sedang diteliti.

b. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk melakukan wawancara

Tindak lanjut dari wawancara

Mencatat dan merangkum hasil wawancara yang didapatkan.

Panduan Wawancara yang Efektif

1.

Merencanakan dengan matang agenda serta pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan
penelitian.

Menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam wawancara, seperti recorder, pulpen, dan buku
tulis.

Selama wawancara,menyalakan recorder dan sekaligus mendengarkan dengan sesksama.

Tata Cara dalam Melakukan Wawancara

1.

Pendahuluan: memperkenalkan diri, menyatakan tujuan, dan meminta izin untuk merekam
selama proses wawancara berlangsung.

Pemanasan: pertanyaan awal sebagai pembuka persoalan yang mudah.

Utama: mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara berurut sesuai dengan daftar pertanyaan
yang dibuat.

Penutup: mengucapkan terima kasih kepada Narasumber.



Lampiran

PROSEDUR WAWANCARA MENDALAM

A. Pengantar

1. Memberi salam dan ucapan terima kasih atas kesediaan Narasumber untuk melakukan
wawancara.
2. Mengenalkan diri serta menjelaskan tujuan untuk melakukan wawancara.
3. Menjelaskan secara singkat persoalan yang ingin dibahas dan ditanyakan.
B. Tujuan
Untuk melakukan wawancara mengenai pembagian hak waris atas saham dalam Perseroan
Terbatas.
C. Prosedur
1. Meminta kesediaan Narasumber untuk memberikan sedikit waktu untuk melakukan
wawancara.
2. Meminta izin untuk merekam wawancara menggunakan recorder.
3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara berurutan.

D. Kesimpulan dan Penutup

1.
2.

Peneliti membuat rangkuman atas hasil wawancara.
Mengucapkan terima kasih kepada Narasumber atas informasi dan pendapat yang
diberikan.

E. Daftar Pertanyaan

1.

Kapankah efektivitas ahli waris menjadi pemegang hak atas saham yang menjadi objek
waris?

Mengingat adanya Pasal 52 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa dalam hal satu
saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka perlu menunjuk 1 (satu) orang sebagai
wakil bersama, apakah ahli waris yang terdiri lebih dari satu orang juga harus menunjuk
satu orang?

Bagaimana dengan akta pemindahan hak dalam hal ini?

Apakah bisa pembagian hak waris atas saham tersebut dilakukan dengan Rapat Sirkuler?
Dokumen apa sajakah yang diperlukan dalam proses pembagian hak waris atas saham
dalam Perseroan Terbatas?

Mengingat adanya pembagian golongan penduduk di Indonesia terkait pembuatan Surat
Keterangan Waris, apakah menurut Bapak masih relevan dengan masa sekarang?

Dalam proses pembagian hak waris atas saham tersebut, apakah yang harus
dilakukan/diperhatikan oleh Notaris?



Lampiran

RANGKUMAN HASIL WAWANCARA

Hasil rangkuman wawancara dengan Narasumber adalah sebagai berikut:

1.

Warisan merupakan salah satu pemindahan hak atas saham tapi terjadi karena secara
undang-undang bukan karena suatu perbuatan hukum karena orang tua meninggal
sebagai pemegang hak, ahli waris secara hukum menjadi ahli waris. Hanya saja perlu
suatu bukti berupa Surat Keterangan Waris. Akan tetapi, secara UUPT (secara formal),
bahwa pemegang saham memiliki hak atas saham ketika tercatat dalam DPS.

Tidak harus, sepanjang pemegang saham lain setuju. Tetapi jika menunjuk di antara
mereka satu orang maka yang lain masing-masing harus melepaskan hak atas sahamnya
melalui akta pelepasan hak dan membuat akta kesepakatan bersama untuk melepaskan
satu orang sebagai wakil dari saham yang bersangkutan.

Tidak ada akta pemindahan hak karena tidak adanya perbuatan hukum seperti jual beli
saham, hibah, dan tukar menukar. Cukup dilakukan dengan akta RUPS dan Surat
Keterangan Waris.

Ya, bisa. Dalam hal ini para ahli waris bukan berdasarkan kuasa tetapi karena mereka
sebagai pemegang hak dan masing-masing dapat bertindak dan menandatangani.
Dokumen yang diperlukan: (a) Anggaran Dasar PT; (b) Bukti Surat Kematian; (c) Surat
Keterangan Waris; (d) Data dari ahli waris; dan (d) jika di antara mereka menunjuk satu
orang, maka perlu bukti akta pelepasan masing-masing ke satu orang yang ditunjuk.
Tidak, karena harusnya hanya mengenal Warga Negara Indonesia dan Warga Negara
Asing saja. Surat Keterangan Waris yang dibuat di lurah/camat cenderung
mengenyampingkan wasiat, sedangkan Notaris wajib untuk melakukan pengecekkan
wasiat dan lebih teliti.

Notaris harus jeli dan berhati-hati dalam melihat data untuk pembuatan Surat Keterangan
Waris dan Notaris perlu menghadirkan paling tidak dua orang saksi yang mengenal
silsilah keluarga.

Jakarta, 2 Mei 2019

Narasumber:
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